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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

:oa.

BUPATI SINTANG,

bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, perlu
disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai
landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

-Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan
Daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagai

: mana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf gc, perlu
menetgpkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3352} Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pe_merintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negarg
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 8);

9. Peraturan..,



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 550);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 518);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Sintang Tahun 2010-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
S);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016
Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
2019.

BAB I...



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Sintang.
Bupati adalah Bupati Sintang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelc.:nggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kerwenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk jangka waktu S (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD
Kabupaten Sintang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat serta
memperhatikan RPJMN.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siﬁfang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebui
Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. &

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah
dok.umcn perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Kebijakan Umum APBD yang sclanjutnya disebut KUA adalah petunjuk
umum tentang arah kebijakan pendapatan, belanja dan pcmbiaw{an
dacrah.dalam penyusunan pedoman Rencana Kerja dan Anggaran S{AKFD
yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD St:‘bﬂ i
pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD | e

11. Prioritan.



11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan di Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) ta%lun anggaran
yaitu Tahun Anggaran 2019, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2019 sampai

dengan tanggal 31 Desember 2019.
Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah :

a. sebagai pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sintang dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2019;

b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

(2) Tujuan ditetapkannya RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah :

a. tersusunnya RKPD Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat;

b. tersusunnya prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten
Sintang pada Tahun 2019 yang mendukung pencapaian RPJMD
Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

C. terwujudnya sinergi antara perencanaan pembangunan Daerah dan
penganggaran pembangunan Daerah Tahun 20109.

Pasal 4

Ruang Lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tentang:
a. hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019;
b. kerangka ekonomi Daerah Kabupaten Sintang beserta kerangka pendanaan:

C. prioritas dan sasaran b i
D e ¢ pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun

d. rencana program dan prioritas Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019.

BAB III...



BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 disusun untuk :

a. bahan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang;

b. Rancangan KUA dan PPAS setiap SKPD yang telah disusur} sebagaimana:
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai
pembicaraan pendahuluan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;

c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian
antara RKA SKPD Tahun Anggaran 2019 hasil pembahasan bersama DPRD
dengan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019.

Pasal 6
Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang bei‘kewajiban

melaksanakan RKPD ini secara konsisten, sungguh-sungguh, dan bertanggung
jawab.

Pasal 7
Dalam hal substansi RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini tidak dapat
dilaksanakan karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka substansi

RKPD tersebut wajib diprogramkan kembali dan menjadi prioritas utama pada
penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB1V...
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BAI 1Y
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar s»e‘rlap orang mengetahuinya, memerintahlan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerabh Kabupatep Sintang,

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2.9 j“"' 2018

BUPATI SINTANG,

P-JARO’I‘ WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 28 jum’ 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
&, |
)

YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR §§



